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membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

DRAFT



 
 

 

ABSTRAK 

Perlindungan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari komitmen 

konstitusional negara, namun hingga kini belum diatur secara komprehensif dalam 

hukum nasional. Dalam konteks tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM) menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai 

pedoman perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi masyarakat hukum adat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum SNP Komnas HAM 

dan akibat hukumnya terhadap perlindungan masyarakat hukum adat. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- 

undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNP tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, namun memiliki legitimasi 

hukum dan berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat rekomendatif. 

Dalam praktik, SNP memiliki daya ikat moral dan fungsional sebagai rujukan 

kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan hak masyarakat hukum 

Kata Kunci: Standar Norma dan Pengaturan, Komnas HAM, Masyarakat Hukum 

Adat. 
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ABSTRACT 

The protection of indigenous peoples is a constitutional commitment of the 

Indonesian state, yet it has not been comprehensively regulated. In this context, the 

National Commission on Human Rights (Komnas HAM) issued the Standard Norms 

and Regulations (SNP) as a guideline for the protection of indigenous peoples’ 

rights. This research analyzes the legal force of the SNP and its implications for 

indigenous peoples’ protection. Using a normative juridical method, this study finds 

that the SNP is not formally binding but possesses legal legitimacy and functions as 

a recommendatory normative instrument. In practice, the SNP carries moral and 

functional legal force as a reference in policy-making, law  enforcement,  and  

the  protection  of  indigenous  peoples’  rights. 

 

Keywords: Standard Norms and Regulations, Komnas HAM, Indigenous Peoples 
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